DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hanitijo Soemitro, Ronny. Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri. Semarang:
Ghalia Indonesia, 1988.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-
undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaanya. Jakarta: Djambatan, 1999.

Hutagalung, Arie S. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta:
LPHI, 2005.

Hutagalung, Arie Sutanti. Program Redistribusi Tanah di Indonesia. Jakarta:
Rajawali Press, 1985.

Inayatullah. Landreform. Kuala lumpur: APDAC Publication, 1980.

Karman, Ananda Hazti. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Makasar:
Makalah Program Pascasarjana Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makasar, 2014.

Mertokusumo. Hukum dan Politik Agraria. Jakarta: Karinika, 1988.

Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia.
Surakarta: Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas
Maret, 2003.

Octavia, Ade Irma. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah
Yang Mengalami Tumpang Tindih (Overlapping): studi kasus di wilayah Gili
Trawangan Kabupaten Lombok Utara, Malang: Jurnal Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Parlindungan, A.P. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: Mandar Maju,
1999.

Perangin, Effendi. Hukum Agraria di Indonesia. Jakarta: Grafikatama, 1989.

Purbacaraka, Punadi & Ridwan Halim. Sendi-sendi Hukum Agraria. Jakarta
Timur: Ghalia Indonesia, 1985.



Rahardjo, R. Himpunan Istilah Pertanahan. Jakarta: Djambatan, 2008.

Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana,
2010.

Soemitro, Ronny Hanitijjo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.
Semarang: Ghalia Indonesia. 1988.

Suardi. Hukum Agraria. Jakata: Badan Penerbit Iblam, 2005.
Subekti, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1993.

Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek. Bandung: Alumni, 1983.

Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar
Grafika, 2006.

Syahrani, H. Riduan. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2004.

Syamsuddin, S.dkk. Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia. Jakarta:
Depdagri, 1982.

Syarief, Elza. Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus
Pertanahan. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria No.205/VIII-54/1964, Kepala
Inspeksi Agraria Djawa Barat atas nama Menteri Pertanian/Agraria.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria.

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang No.51/prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin
yang berhak atau kuasanya atau melalui Peradilan Tata Usaha Negara.



Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbiratse dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Peratusan Pemerintah No.24 Tahun 1997 sebagai Pengganti Peraturan
Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

Peraturan Pemerintah No0.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian
Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Rl No. 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Pengelolaan.

Koran

Anynomous. Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum. Harian Republika. 24
Mei 2004

Internet

Ali, Muhammad. Tesis: Analisa Hukum Terhadap Bekas Tanah Kinag
(Keputusan Kepala Inspeksi Agraria) dalam kasus sengketa tanah program
redistribusi di Desa Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
Perpustakaan Universitas Indonesia,
http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jip?id=111352&lokasi=lokal

Anynomous. Perlindungan Hukum. Statushukum.com/perlindungan-hukum.html.

Jauhari, Fauzan. Teori Pembuktian & Alat-alat Bukti Dalam Hukum Perdata,
Pidana & PTUN. fauzanjauhari.blogspot.com, 07 November 2013.

Putra, Dani. Arti Penting Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Dalam Suatu
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. daniputra.blog.uns.ac.id, 7
oktober 2014.



